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RETR]BUSI TERHINAL

DET.IGAN RAHHAT TLIHAN YANG MAHA ESA

BUPA?] KEDIRI

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat dibidang jasa usaha dan
pen€rtihan 1a1u lintas di jalan umum, naka
diperlukan adanya penyediaan prasarana angkutan
jalan berupa terminal ;
bahwa Peraturan Daerah Kabupatsn Daerah Tingkat
II Kediri Nomor 6 Tahun 1991 tentang P€ngelola-
an Terminal A-ngkutan Penumpang Umum dalam
Kabupat€n Daerah ?ingkat II Kediri perlu di-
sesuaikan i

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di-
maksud dalam huruf a dan b perlu m6mbentuJi

P6raturan Daerah t€ntang Betribusi TerminaL,
L

Undang-undang liomor 12 ?ahun.1950 tentang Pem-

bentukan Daerah - daerah Kabupat€B dalam ting-
kungan Propinsi Jawa Timur ;

Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1950 t€ntang
Panitia Urusan Piutans Negara ( Lembaran Hegara
Republik Indonesia Tahun 1.o50 Nomor 155, Tambah

aD Lembararr iTegara Republik Indonesia l{omor
2LA4) ;

Undangjundang uomor B Tahun 1981 tentang tlukum

Acara Pidana ( Lembaran Negara Bepublik Indono-
sia Tahun 1981 I'lomor 7 6 , Tambahan L,€6baran
l{egara Republik Indonesia Nomor 3209) ;

2.

3.

d-
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4. Undarrg-u-r:d=*g nesot 14 Tahun 1992 tentang Lalu

L.ntas dan AiigkutaR Jaia:r ( tembaran Negara

Republlk Indo esia Tahun 1992 Homor 49' Tanbah-

arr Le$ibaral i{egara Republik Indonasia Nomor

34So ) ;

5. Undang-undang Noi:1or 18 TahuB 199? tentang Pajak

Daer.:h ,ian Retribusi Daerah ( tembaran l{egara

Rapuirij.k Inrio:lesia Tahun 1997 No$or 41, Tambah-

an L3mbaran- Negara Bepublik Indonesia Nomor

3685 ) ;

6. Undang-un,1ang Ncmor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran l{6gara Republik
Indcnasia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan tembar-
an Neqara Republik lBdLrnesia Nomor 3839) ;

7, Peraturan P+neri.ntah Nomor 27 Tahufl ].983 ten-
tang Pelaksanaan Undang-undaBg l{omor 8 Tahun

1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran

Nsgara Republik IndoEesia Tahun l-983 HoIBor 6,
Tambahali L-+!r.baran Hegara Republik Indorresia
Hor*or 3?5.e) ;

8, Peratutan Pen+rintah llonor 43 Tahun L993 t€n-
tang Prasararra dan tatu Lintas Jalan ( tembaran
Negara Repubiik lo,Sonesia Talrun 1993 Nomor 63,

Tambahan Lemliaran lqsga:a R+pubLik lndonesia
Nomor 3529 ) ;

9. Peraiure- P+i:eiintah Nomor 20 Tahun 1997 ten-
tang Eeiiibusi Daerah (Lembaran H6gra!a Republik
Indonesia Tahun 1997 Nos:or 55, Tarlbahan t€mbar-
an $egara B€publik indon+Bi.a Hc;nor 3592) ;

10. Peraturan Pemeriniah Nomor 23 Tahun 2000

tentaBg Ker,Ie angan PemeriEtah dan Newenangan

Propinsi seL'agai Daerah otonom ;

11. Keputusan Presiden lromor 44 Tahun L999 tentang
Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
dan Bentuk Rancangan Undang-undarrg, Rancangan

Peraturair Penerintah dan Rancangan Keputusan
Presiden;

12. lteputusa:: l.:enr-er i lalam iiegeri $cmor 174 Tahun

1997 t.c*le;; P+dcraari !a:a cara P€mungutan

Eetrlbusi Da=re:: ;

13. Neputr-isan l'r+n l-ei i Dala-m
1qq7 ,'.i',;r.:,- Tr-ta Caf.r
Retr r"buE i i'=":a.': i

iicgBr i $omor 175 Tahun
Peroer iksaan Di Bidang

14, $-eputusa:-: i.i=:]-Le r i Daia$ iiegari Nomor 119 Tahun

1998 tenia:!g Eu;ag Ling!:up dan ienis-jenj.s
Re-r-rilusi, !:+rab Tirrgi:at I dan Daerah
6,i*-r--+ ?Y -t -rtlqr:a ! .!:
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Neputusan Menteri Dalam Negeri Homor 72 Tahun
1999 tantang Psdoman F enge ), o l aan Te rmi na I
Angkutan Penumpang i
Peraturarr Da€rah Kabupaten Daerah Tingkat Ii
Kediri l,lomor I Tahun 1994 tentang pembentuEan,
gusunail organisasi dan Tata Kerja Dinas LaIu
tintaa dan Angrkutan Jalan Daerah Kabupaten
Daerah Tinskat II Kediri ;

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri, Nomor 2

Tahun 2000 tentang PBn?idik pegawai $egeri
Eipil di Lingkungan Pem6rintah Kabupaten
Kedir i .

Dengan psrs6tujuan
DEWAH PERWAKITAI{ RATYAT DAERAH KABUPATE}I KEDIRI ,

MEMUTUSK,AN :

: PERATURAI DAERAI' KABUPATEI'I KEDIRI TENTANG RETRI-
BUSI TERI'{INAL.

BAB I
KETENTUA$ UMUM

Paeal L

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

a. Da€rah, adalah Kabupaten Kediri ;

b, PemariBtah Daerah, adalah i(epala Daerah be6€rta
P€rangkat Daerah otonom yang Lai.n sebagai Badan
Ek5ekutif Daerah ;

c. Kepa1a Daerah, adalah Bupati itadirl. ;

d. Pejal:at, adalah pegawai yang dibori tugas t€r-
tentu dr.bj.dang r€t.ribusi daerah Eesuai d€ngan
peraturan perundang-undangan yarrg berl.aku ;

s, Badan, adalah suatu b€ntuk badan usaira yang

meliputi Pers€roan Terbatas, Perseroen Komandi-
ter, PerEeroan lainnya, Badan Lrsaha Milik
Negara atau Daerah deBgan nana daB bentuk
apapun, persekutuan, p€rkuiBpuian, firma, hong-
Ei, koperasi, yayasan atau organisasi yang
eejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha
tetap serta berrtuk badan usalla lainnya ;

1q

16.

!7.

Il€netapkan

1,
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f. Retribusi Jasa Usaha, adalah retribusj. a'tas
jasa yang disediakan oleh PEnerlntah Dasrah

dengan menqianut prinsip komersial karena pada

da3arnya dapat puta disediakan oleh eektor
gi{as-La;

g. Tsrminal, adalah suatu tempat tert€ntu yang di-
kelola oleh P€merintah Daerah sebagai pangkalan

untuk pemberhentian dan atau peinberangkatan

angki.itan penulnpang umum guna mengallgkut dan

atau Erenurunhan muataa baik orang maupun

barang;
h. R€-Lribusi Terminal yang selanjutnya disebut

retribusi, adalah peitba:raran atas pelayanan
penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penum-

pang dan bus umum, tempat kegiatan usaha dan

fasilitas lainnya dilinskungan terminal yang

dimitiki dan atau dikalola oleh Pemerintah
Daerah tidak ternasuk pelayanan peron i

i. t{ajib Retribugi, adalah orang pri.badi atau
badan yang menurut p6ratura!} perundang-undangan

retribusi diwajibkan untuk malakukan pernbayaran

retribusi;
j, Hasa Retribusi, adalah suatu jangka waktu t€r-

terrtu yang merupakan balas waktu bagi wajib
r6tribusi urltuk memanfaathan jasa pelayanan
penyediaan fasilitas terminal ;

k, surat Pendaflaran Obyek Retribusi Daerah yang

selanjutnya disingkat sPdoRD, adalah surat yang

dipergunakan cleh wajib Retrlbljsi untuk mela-
porkan data ob,yek retribusi dan ir'a j ib Eetribusi
sebaga j. dasar p€nghitungan dan pemt,ayaran

retribusi yang terutang meRurut paraturan
perundang-unalangan Retribusi Daerahi

1. Surat K6tetapan Retribusi Daerah yanq selanjut-
nya disingkat EI(RD, adalah Surat Kepu'Lusan yang

menentukan besarnya juBlah retribusi yang ter-
utang;

$r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah l{,urang Bayar

Tambahan yang selanjutnya disi,Rgkat SKRDKBT,

adalah surat keputusan ?ang mBnentukan tambahan

atas junlah retribusi yang telah ditetapkan ;



n. Surat Ketetapan R€tribusi Da6rah t€bih Bayar
yang ;elalrjutnl'a disingkat SIRDLB ada].ah surat
keputusan yang menentukan jirmlah kelebihan
pembayaran r+tribusi kar€4a jumlah kreitit
retribusi Iebih besar dari retribusi yang
terutang atau tidak seflarusnya terutanq i

o. Surat ?agihan Betribusi Daerah yang seLanjutnya
disingkat S?RD adalah surat untuk i{elakukan
tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi
berupa bunga dan atau d€nda

p, Surat Keputusan Neberatan, adal_ah surat keputus
an atas keberatan t€rhadap SKED atau dokumen
lain yang dipersamakan, SKBDKBT dan SKRDTB yang
diajukan oleh Wajib Betribusi ;

g. Pemeriirsaan, adalah serangkaian EeElatan untuk
mencari-, nengumpulkan Can mengolah data dan
atau ke*.eiangan lainnya dalam rangka pengawasan
kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah
berdasarkan Pcraturan perundang-undangan RBtri-
busi Daerah ;

r. Penyidikan Tindak pidana dibidans rEtrillusi
Da€ralt, adal"ah serangkaian tindakarr yang di-
lakukan ol€h penyJ.dik pega'*v-al- Negeri SipiL yaag
seiaajutnya di,sebut penyidik, untuk mencari
s€rta meEgumFuLkan bukti yang dengan bukti j.tu
membuat terang iindal( pidana di bi.dang retri-
busi daerah yarrg tBrjadi serta menemukan Ter-
sangkanya.

B A B II
$AMA, OBYEK DAN SUBYEfi RETBiBLISI

Paaal 2

Dengan !1aiia Re-LribuBi Terminal dipungut
retribusi sebagai pembayaran atas peLayanal peny€-
diaan terrpat parkir untijk kendaraan penumpang dan
bi:s uinum, teflrpat kegiatan usaha, fasilltag lainnya
di. lingkungan Terminal yang dimiliki dan atau
dikelala oLeh PeaerinLah Da€rah,

t
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Pasal 3

(1) obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan
fasilitas terminal yang melj,puti ;

a. Penyediaan t€mpat parkir kendaraan p€num-
pang dan bus umun i

b, Penyediaan tenpat kegiatan usaha ;

c. trasilitas lainnya dilinqkungan terminal.

(2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayan-
an peron dan penyediaaa fasilitas terminal
yang dikeLoLa oleh Perusahaan Daerah dan pihak
swaEta.

Pasal 4

gubyek retribusi adalah orang pribadi atau
badaa fang menggunakan fasiiitas termj.nal.

BAB ITI
GOLONGAN RE?RIBUSI

Pasal 5

Retribusi Terminal digolongkan s ebaga i
retribusi jasa usaha.

BAB IV
CARA },IENGUKUR TII{Ci(A? PENGGUNAA!{ JASA

Pasal 6

?ingkat peBggunaan jasa dihitung berdasar-
kan frehvensi dan jangka uaktu penakaian fasilitas
terminal .

BAB 1"I

PBI$SIP DA$ SASARAN. DATAM PEHETAPAN

S?BUK?IJR DAN BESARI{YA TARIP
rd!Jd-L

Prins:'p dan sasaran 'faiam peil€tapan struk-
tur dan besarnya tarip retribusi didasarkan pada
tujris3i urrtuk memperoleh keu!!tungan yang pantas
di'i-erima oleh penEusaha sejenis yang beroperasi
s€eara ef i.sieri dan berorientasi pada harga pasar.



BAB VI

STRUI(TUR DAH EES}^RNYA TARIP RETRIBUSI

(1) Tarip retribusi digolongkan berdasarkan jerris
fasilitas, jeais kendaraan, dan jangka waktu
pemakaian;

(2) Besarnya tarip sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dit€tapkan sebagai berikut :

JEI{IS FELAYI$}N JEHIS RENDARAAH/
FASIL:TAS

IiiTT r

Penyediaan ten -
pat kerdara,il
penury>ang dan
bug 'tirflt $l

!{er.daraan buE
cepat AX.{P
Kendaraa$ bus
larbat AI{-AP
I(annrr--aan hn lq
l-ambat SKDP

a. S€b€sar Rp.1.500/
sekali nasuii

b. seb€sar EI). 500 i
sekal-i masuk

c. seb€saI Rp. 300 i
sekali masuli

Kerdaraar Bon
bus antar kata
Kendaraan non
b.s tlalam kotal
a$gdeE.

d. Sebesar Rp, 200 i
sekali [E-cuk

e. sehesar 3p. 200 /
^^t-- ! i E^^r !!rE!:hCL-Li illq.Erull

PenakaiaB tenpai
usaha

a. R'*nah toko

b. Kios

a , S€besar 
"Rp 

, L . C00,'
t'ulan./M"

b. Sebesa;-Rp.1.C00i
!s r1 :n /MZ
Lisf4r? r:

fasilitas laill-
nYa b. B:ang air

c. iasa tr8rggu

Ssbesar Bp. 300,-
s€b€sar Rp. ?00,-
Sebesar RP. 1"00,-

BAB VII
WIIA.YAH PEMUXGUTAN

Pasal 9

Betlibusi yang terutang dipungut di wilayail
Daerah teflpat FeLaYarjan fasifilas termiBaL diberi-
kan ,

b.
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BAB VI]I
MASA RETRIBUSI DAX SAAT BETB1BUSI

TERU?AI{G

PaBal 10

Masa retribuei pelayanan Terminal adalah
jangka waktu yang lamanya sebagaimana dimaksud
dalan pasal '1 ayat (2) atau ditetapkan lain oleh
Kepala Daerab.

Pasai il

saat Retribusi. gerutang adalah pada Eaat
diterbitkaBnya SKRD atau dokumen lain yang diper-
samakan .

BAB IX
SURAT PEXDATTASAN

Pasal tz

(1) Setiap wajib retribusi wajlb mengisi SPiloRD ;

(2) sPdoRD sebagaimana
harus diisi dengan
serta ditandatangani
kuasanya;

(3) Bentuk, isi, serta
penyanpaian SPdORD

ayat (L) ditetapkaB

dimaksud pada ayat (1)
jelas, benar dan lengkap
olah wajib Retribuei atau

tata cata peagisian dan

sebagaimana di$ai.sud Pada

oleh Kepala Da€rah.

BAB X

PENE?APAN RETR]BUSI

Pasal 13

(1) Berdasariran sPdoRD sehagaimana dimaksud dalan
pasal 12 ayat (1) tlitetapkan retribusi ter-
utang dengan menerbi.tkan SKRD atau dokumen

lain yang dipersamakan ;

\
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Apabila herdasarkan hasit penerilisaan dj,-
telBukan data baru dan a.Lau data yang semula
belum -Lerungkap yang menyebabkan penambahan
junlah retribusi terutang, maka dikeluarkan
SXRDKB? ;

Bs tuk, isi, serta tata cara penerbitan dan
penyampai,an SNBD atau dekumen lain yang diper-
samakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
daB SKRDKBT sebagaimana dj.maksud pada ayat (2)
di.tetapka$ oleh Kepa1a Daerah.

(3)

BAB XI
TA,!A CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

(1) Perauagutaj-r retribusi tidak dapat diborongkan;
(2) Eet-ribus:- dlpungur. dengan menggunakan SI(RD

atau dokumen Laia yang dip6rsamakan, dan
SKRDKBT.

BAB XII
SANI(SI ADMII{ISTRASI

Pasal L5

Dalam ha1 wajib retribu8i tiatak m€mbayar
tepat pada waktunya atau kurang membayar, di
kenakan sanhsi administrasi borupa hunga sebesar
2 t (dua persen) setiap bulan dari ietribusi yang
terutang atau Eurang dibayar dan ditagih dengan
menggunakan STRD,

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasa1 La

(1) Pembayara!:i reiribusi :,ang terutang harus di-
lunasi sekaLigus;

{2) Betribusi yang terutang
lambatnya 15 ( lima belas )

kaonya SKBD atau dokumen
kan, SKRDKBT dan STRD ;

dilunasi selambat-
hari eejak diterbit-
lain yang dipersama-
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(3 ) Tata cara -!-eflbayaran, ?-s1.?+ioran, tempat pem-
bayaran retribusi diatur dengan I(epulusan
Kepala Daerah,

, BAB XIV
TATA CARA PEI{AGIHAI{

pasal t7

Retribusi terutang berdagarkan SI(BD atau
dokumen lain yang dipersamakan, SKBDKBT, STRD,
Surat KeputusaB Neberatan yang menyebabkan
junlah retribusi yang harus dibayar b€rtambah,
yang tidak atau kurans dibayar oleh wajib
retribusi dapat ditagih rnelalui Badan Urusan
Piutang dan lelang Negara (BUPLN) ;

Psnagihan retri.busi melalui BUptN dilaksanakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
ber laku .

BAB X1.'

KEBERATAI{
Pasal 18

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan
kepada Kepala Daerah atau pejabat yang di
tunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dip6r_
samakan, SKRDKBT dan SKRDLB ;

(2) Xeberatan diajukan gecara tertulis dalam
Bahasa Indonesia dengan disertal alagan_alasan
Yang jelas;

(3) Da1am ha1 wajib retribusi mengajukan keberatan
atas keietapan retribusi, i+a jib retribusi
harus dapat membuktikan ketidakbenaraB ketetap
an retribusi tersebut ;

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu
paling lama 2 (dua) bulan s6jak tanggal SXRD
atau dokumen La:.n yang dipersamakan, SI(RDXBT
dan sftBDtB diterbitkan, kecuaLi wajib retri_
busi tgrtentu daFat menunjukkan bah,rra jangka
waktu itu tidak dapat 4ipenuhi karena keadaan
diluar kekuasaannya ,-



(s)

(6)

(1)

(2)

{3)

aa

Neberatan yang tidak memenuhi persyarataR

sebagaimana dimakeud ayat (2) dan (3) tidak
dianggap s6bagai surat keberatan, sehingga
tidak atipertimbangkan ;

P€ngajuan keberatan tidak meaunda kewajiban
membayar retribusi. dan pelaksanaan penagihan

retribuei,

Pasal, tg

Kepala Daerah dalam jangka taktu paling lana
5 (enam) bulan B€jak tanggal Surat Keberatan
diterima harus memberi keputusan atas keb€rat
an yang cliajukan ;
Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat
berupa menerima seluruhnya atau sebagian,
menolak. atau nenambah besarnya retribusi yang

terutang ;

Apab j.la jangka waktu sebagainana dimaksud pada

ayat (1) telah 16wat dan Kepala Daerah tidak
memberikan Buatu Neputusan, keberatan yaEg

diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI

PENGEMBATIAN XETEBIHAN PEMBAYARAX

Pasal 20

Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib
retri.buei dapat nengajukan permohonan p6ngem-

balian kepada Kepala Da€rah ;

K€pala Daerah dalam jangka waktu paling lama

5 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan

kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana di
maksud pada ayat (1), harus m€mb€rikan k6pu-
tusan;
Apabila jangka waktu sebagaimana dinaksud pada

ayat (2) telah dilampaui daB Nspala Daerah
tidak memberikan suatu keputugan, permohonan

pengembalian kelebihan r6tribusi di anggap
dikabulkan dan SrRDLB harus di.terbitkan dalam
jangka waktu paling }ama 1 (satu) bulan ;

(1)

{2)

-t/

(3)



(4)

(5)

(6)

' Lt '

Apabila }lajib retribusi mempunyai utang retri.-
busi lainnya, kelebihan penbayaran retribuei
gebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu
utang retribusi tersebut ;

Pengembalian kelebihan pelnbayaran retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan
s6jak iliterbitkannya SKBDLB ;

Apabila perngenbalian pembayaran retribusi di-
lakukan setelah lewat jangl{a wakLu 2 (dua)

bulan Kapala Daerah memberikan imbalan bunga

sebesar 2 t (dua persen) s€bulan atas keter-
lambatan pembayaran kelebihan retrlbusi.

Pasal 2L

(1) Pernohonan pBngembalian kelebihan p€nbayaran

retribusi diajukan secara tertulis kepada
Kepala Da€rah deDgan sekurang-kurangnya monye-

butkan :

a. nama dan alamat wajib Retribugi ;

b. masa retribusi ;

.A c. besarnya kelebihan pembayaran ;- d. alaean yang singkat dan jelas.

(2) Parnohonan pengembalian kelebihan pembayaran

retribusi dj.sampaikan secara langsung atau
m€lalui Pos Tercacat ;

(3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau
bukti pengiriman Pos Tercatat merupakan bukti
saat permohonan diterima oleh Nepala Daerah.

Pasel 22

(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan
d€ngan B€narbitkan Surat Perintah Membayar

Kelebihan Relribusi ;
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(2) Apabila kelebiban pembayaran retribusi di-
perhitungkao dengan utang retribusi lainnya,
sebagaimana dimahsud dalam pasal 20 ayat (4 ) ,
pombayaran dilakukan dengan cara penindah-
bukuan dan buBti pernindahbukuan juga berlaku
sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII
PENGUBANGAN, KER:!'IGANAN DAI{

PEMBEBASAH BETBIBUS]

Pasal 23

(1) Kepala Daerah dapat memb€rikan pengurangan,

keringanan dan pembebasan retribusi ;

(2) Pengurangan, Iceringa*arr dan pembebasan s€-
bagainana dimaksud pada ayat (1) diberikan
dengan memperhatikan kamampuan wajib RBtribusi
antara lain untuk megangsur, karena b€ncaBa

afam dan kerusuhan ;

(3) Tata cara pengurangan, ker j"nganan dan p€mtue-

basan retribus j, ditetapkan ol'eh Kepala
Daerah.

B A B XVIII
KEDALUWAESA PENAGIHAN

Pasal 24

ItaL untuk mBlakukan penagihan retribuEi, ke-
daluwarsa selslah melaFlpaui jangka waktu 3

(tiga) tahun terbitung sejak saat terutangnya
retribusi, kecuali apaLrila wajib retribusi
melahukan tindak pidana dibidang retribugi ;

Kedalurrrarsa penagj"haa r€tribusi sebagaimana

dimaksud pada avat (1) tertansguh apabila :

a, diterbitkan Surat Teguran atau ;

b. ada pengakuan utang retribusi darl vajib
retribusi baik langsung fiiaupull ti-dak lang-
sung.

(1)
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BAB X]X
XETEI{TUA].I PIDANA

Pasa] Zs

(1) Wajil' retribusi yang tidak Belaksanakan ke_wajiban sehj.ngga merugikan k€uangan daerah
diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam)
bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kalij urnl ah retrj.busi t€rutang i

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1)
adalah p€Langgaraa.

BAB XX

PENYI-].)INAN
Pasa1 26

(1) Pejabat P€gawai Negeri Sipil tertearu dij.ins_
kungan pemer j,ntah Da6rah diberi wBwenang
khusus sebagai p6nyldik untuk melakukan
penyidikan tindak pidana dibidang R€tribusi
Daerah sebagailr4na diraakgud dalam Undang_
undang Nonor g Tahun 1991 tentang llul<um Acara
Pidana;

( 2 ) Wewenang penyiilik sebagainana dimaksud pada
ayat (1) adalah :

a. $enerlna, rnencari, mengumpulkan dan meneli_
ti keterangan atau laporan berkenaan denqan
tindak pidana d.i bi.dang retribusi da€rah
agar keterangan atau laporaR tersebut
menjadi leBgkap dan j e las;

b, meneliti , mencari dan ntengu.irpuLl<an kete_
rangan mengenai ora!:g prr"adi atau badan
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
eehubungan dsngan t:-::dak pidana retribusi
daerah tersebut i

c. mgrainta kelerangan dan bahan bukti dar j.
orang pribadi atau -badan E€hubungan dengan
tindak pidana di bidang retribusi daerah;
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memeriksa buku - lruku, catatan-catatan dan
dokumen-dokum€n f aj.n !'ang berhenaan dengan
tr.$dak pidana di bj.dang retribusi daerah;
mefakukan penggeledahan unluk $endapatkan
bahan buki:, pembukuan, pencatatan dan
dokumen-dokumen Iain, sBrta melalrukan
penyr.taan terhadap balian bukti t€rsebut;
meminta barrtuan tenaga ahli dalam rangka
peLakganaan tugas pen-fidikan tindak pidana
di bidang retribuei daerah i
$enyuruh berhenti, dan atau m€larang s6-
sBorang meninggalkan ruangan atau tempat
pada saat pemerj"lisaan s€dang b6rLangsung
dan memeriksa identitas oxang dan atau
dokumen yang diba'.{a sebagaimana dinaksud
pada huruf e ;

memotret ses€orang yang berkaitan dangan
tindak pidana retribusi daerah;
memanggil oraBg untuk didengar k€torangan-
nya daB diperikga sebagaj. tersangka atau

nanghentikan penyidi.kan;
melakukan tindakan l-ain yang p6rIu untuk
kalancaran penyidikan tindalr pidana di
bj"dang retribusi daerah menurut hukum yang
dapat dipertanggungj awabkan.

(3) Penyidik sebagainana dimaksud pada ayat (1)
memb6ritahukan dimulainya p€nyidikan dan
menyampaikan hasil p€nyidikannya kepada Penun-
tut Umum, sesuai dengan keteBtuan yang diatur
dalam Undang-undang No&or I tabun 1981 tentaog' tlukum Acara Piclana.

BAB XXI
KETEN?UAN PE$UTUP

Pasal 27

D6ngan berlakunya Peiaturan Daedah ini,
maka P€raturan Daerah Kabupaten Daerah Tinskat II
Kediri Nomor 6 Tahun 1991 tBntaEg Pengelolaan
Terminal Angkutan Penumpa:rg Unu:'il dalaE Kabupaten
Daerah Tingkat I1 Kediri dicabut dan diRyatakan
+l,-l- 1^^*r ^1-.. 1-*iI IUl]..lr! !'ei J.allu !alJr,

e.

€

s,

h.

1.

).
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Pasal 28

Hal-hal yang
P€raturan Daerah ini,
naaBnya akan al iatur
Daerah.

belum cukup diatur ila lam
sepanjang mengenai pelaksa-
lebih lanjut oleh Kepala

KEDIRI

Pasal 29

Peraturan Daerah ini nulai berlaku pada

tanggal diundangEan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
merireriniahkan pengundangan Peraturan Dasrali ini,
d€ngan penempatannya dalan Lembaran Daerah Kabupa-
t6n Kediri.

Disahkan di Kediri
pada tanggal 27 M€i 2000

BUPATI KEDIRI

TTD

H. SUPARYADI, S.IP,MM.

Kediri
Mei 2000

Di6aIin
Yans

sesua j. dengan asl j.nya

i1 Salinan

Diundanqkan
pada tanggal

SEHRETAEIS DAERAH

TTD

Ir. H. I}.'AM SAHTOSA

LEI'{BAPA:{ DAERAH XABUPATEH KEDIR]
TAHUH 2OOO NOMOR 4/B SEB] B

di
,1

P6mbi.na Tingkat I
N I P. 510 053 349



PEI{JELASAI$

A?AS

PERATURAN DAEEAH KABUPATEH ]{EDIRI

NOMOR 4 TAHUN ?Oc,C

?ENTANG

RETR]BUSI TER}4INAL

i. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Uadang-undang Nomor 1g Tahun 1997

'Lentang Pajak Daerah dan Betribusi Daerah yang dltindah-
lanjuti dengan P€raturan Pemerintah Nomor ?0 Tahun 199?

tBntang Eetribusi Daerah dan Keputusan Menteri Dalam

Nageri. Nonor 1L-o Tahun 1998 t€ntang Ruang tingkup dan

Jenis - jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tins-
kat II, Retrj.busi Terminal merupakan J€nis Retribusl
Tinskat II. Peratura[ Daerah Kabupaten Daerah Tinskat ]I
(ediri Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pengelolaan Terminal
Angkutan Penumpang Umurn dalam l(abupaten Daerah Tingkat II
Kediri sudah tidak -<esuai Lagi dengan perkembanga:i dewasa

ini, sehingga perlu diul'ah dan disesuaikan.
Sehubungan dengan ha1*haI tersebut di atas, maka

p6rlu mengatur kembali Betritusl- TermiRal yang ditetapkan
dalam Paraturan Daerah.

:1. PENJELASAN PASAL DEI'{I PASAL

Pasal 1 sampai dengan 7 ; Cukup je1as.

Pasal I ayat (1) ! cukup jelas.

ayat {2) I a, Rendaraan bus c6pa*,- AKAP

adalah bus cepat yang m6-

layani Angkutan Antar Kota
Antar Prcpinsi ;

b, Kendaraan bus Lambat AKAP

adalah bus lambat Yang
sreLaYa::i Angkutan Antar Kota
Antar Propinsi;



Pasal 9 sampai dengan
pasal 13

Pasal 14 ayat (1)

ayat {2)

Paeal 15 sampai dengan

!a>4L a.: .

Paea! 24 ayat (1)
ayat (2) huruf a

-2-

c, N€ndaraan bus laEbat ANDP

ada l alr bus lambat yang
rnelayani Angkutan Antar Koia
Dalam Propinsi.,

: Cukup jelas

Yang dimaksud dengan tidak
dapat diborongkan adaiah bahwa

seluruh pxos€s kagiatan p€-
munEutan retril,usi tidak dapat

.diserahkan kepada pihak ket i.ga.
I'lamun dengan sangat se16kt if
dalarn proses pemungutan retr i-
bugi, Pei*er intah Daerah dapat
mengajak bekerja sama dengan
pihak k€tiga untuk ikut melak-
sanakan sebagian iugas p€mungut

an jenis retribusi secara f ebili
efisien. Kegiat.an penungutan
retr ibus i yang tidak dapat
diker j asamakan dengan pihak
ketiga adalah kegiatan penghi-
tungan besarnya retribusi yang

terutang, pengai,{asan penyBtoran
retribusi dan p€naqihan retr i-
busi.

: Cukup jelas

: Cukup jelas

Cukup jelas
DaIam hal, diterbi.tkan Surat
T€guran, kedaluwarsa penagihan

dihitung sejak tanssai penyam-
paian Surat Teguran ters€but.



huruf b

Pasal 25 sampai dGngaji
paaal 29

-3-

; - Yang dimaksud deirgan pengaku-
an utarrg retribusi se{ara
Langsung adalah Waj ib retri-
bugi dengan kesadarannya m€-
nyatakan mas ih mempunya i
utang retr ibust dan belum
melunasirya kepada pemerintah
Daerah.

Yang dimaksud deBgan pengaku-
an utang secara tidak
langsung adalah t^iajih retri-
busi tidak secara nyata-nyata
lanqsung mgnyatakan bahwa ia
mengakui menpu E:.ra i utang
retribusr kspada pemer intah
Da6rah.

: Cukup jeLas

k


